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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : M.04.PW.07.03 TAHUN 2007 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN 

 PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                       
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 
M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa Peraturan Menteri  sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum 
dalam masyarakat dan belum dapat sepenuhnya 
meningkatkan kualitas pejabat penyidik pegawai negeri sipil 
dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN 
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun 
daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

BAB II 
TATA CARA PENGANGKATAN 

Pasal 2 
(1)  Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil diajukan oleh 

menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang 
membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(2)  Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang 
membawahi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal departemen 
atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pegawai negeri sipil 
tersebut. 

 (3)  Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Jaksa Agung dan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan. 

(4)  Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara 
tertulis kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen 
yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pengangkatan 
pejabat penyidik pegawai negeri sipil diterima.    

Pasal 3 
Untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a.    masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling sedikit 2 (dua) tahun; 
b.    pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b); 
c.    berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; 
d.   bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;  
e.  telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan; 
f.  setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; 

g.  sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari 
rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan 

h.  mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung  dan Kepala Kepolisian  Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 4 
(1)  Usul pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil memuat:  

a.  nomor, tahun, dan nama undang-undang yang menjadi dasar hukum 
pemberian kewenangan sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil; 
dan 

b.  wilayah kerja pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang diusulkan 
sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan 
bertugas.  
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(2) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yang oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah 
non-departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut 
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(3)  Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilampiri dengan: 
a.   fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil 

terakhir yang dilegalisir; 
b.  fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; 
c.   fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pejabat 

pegawai negeri sipil yang dilegalisir; 
d.  fotokopi DP3 pegawai negeri sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir 

berturut-turut yang dilegalisir; dan 
e.  surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit 

swasta yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan sehat 
jasmani dan jiwa.  

Pasal 5 
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah 
terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Keputusan 
tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persyaratan terpenuhi. 

BAB III 
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI 

Pasal 6 
(1)  Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat penyidik 

pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil diterima menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen 
yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut. 

(2)  Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada: 
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